PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TIMNGKAT Il
MOICYERTO

PERATURAN LCAFERAH KOTAMALYN DALIAH TINGKAT II MOJOKERTD
NOMOR L1 TLhUN 1998

TE TR

PERUBAHAN ANGGARON PENLDAPATAN DAN BELANIA BRERAH
£OTAMADYAR DAFRAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
TAHUN ANGHARAN L9997 /1998

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA  EGH
Wat IKOTAMADYA  KEPALA DAERAH  TINGKAT 1T MUJOKERTO

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto Tabun
Anggaran 1997/1798 yang dibuat oleh Kepala Daerah,
periu ditetapkan dengan suatu Peratuarn Dasrah ;

Mengingat : 1. indang - undang Npmor 17 Tahun LY30  tentang Pem-—
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. uUndang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pomer intahan DL Dazrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Taohun 19748 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 037 ) 3

3. Undang-undang Howor 17 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Banguran { Lemtaran Negara fRepublik Indonesia
Tahun 1985 homor s 2

4. Undang-undanyg Momar 17 Tahun 1994 tentang Perubaban
fAtas  Undang-undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Hangunan ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu-—
hiik Indonesia Tahun 1997 Naomor 41, VTambaharn Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3685} M

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabhun 1975 tenltang
Pengurusan, Pertanggung Jeawaban dan Prrnigawasan
Keuangan Daerah { Lembaran Negara Republik Indonedia
Tahun 1975 Nomor 5 ) 3

7. Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tabun 1979 tentang Cara
Penyusunan  Anggaran Peondapatan dan Belania Dacral,
Polaksanaan Teta Usaha Keuangan Dacrah dan  Ponyuse -
nan  Perhitungan fAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah { Lembaran. Negara Republik Indonesia  Tabun
1975 Nomor & )} 3

8. Peraturan Pemerintaih Nomor 47 Joanun: 178% 0 tentang
Porubaban Baias Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mo joker te { Lembaron Megara Republik Indonesias Tahun
1982 Nomor 7. Tambahaze Lombaran  Negara  Republik
Indonesia Momar 1200 Y 3
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Peraturan Femerintabh Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Fajak Daerah (lLembaran Negara Reopublik Indonesia
Taturr 1997 Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomoe JI&91) :

Peraturan Pemerinbkaih Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Fetribusi Dasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1297 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Repu-—
LHlik Indonesie Momor 56973 ;

Paraturan  Pemerintabl Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Fajak Hahan Sakar rendaraan Bermotor {Lembaran

Hegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3693 H

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1982 tentany Tunjangan Pangan Bagi Pegawsi Negeri
Bipit  dan Penerima Pensiun, Penywe=diaan Pangan Bagt
Pegawal Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus  Serta
Iperasi Pasar H

Yepuiusan Presiden Republik Indanesia Nomor 22 Tabun
1984  tentang Tatae Cara Penyediaan dan  Penyaluran
Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerat Qtonoem 3

Keputusan Presiden Recpublik Indonesia Nomor 16 Tabun
1994 tentang Pelaksanaan fnggaran PendapatanT  dan
Belanja Negara

Keputusan Freciden Hepublik indoncsia Nomor 24 Tahun
1992  tentang Perubahan Atas hkeputusan Presiden
republik Indonesia Nonor 146 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anygaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan fMenteori Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan  Anggaran
Pendapatarn dan  Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan  Penyusunan  Perhitungan
Anggaran Peondapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Mentcri Dalam Negerl Nomor L1 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi kKeuangarn dan Materiil Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor ! Tahun 1980
tentang Poctunjuk/Pedoman Taka Administrasi Bendaha-
rawan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nopmer 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan @

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah H

Peraturan Memteri Jalam Neger: Nomor 2 Tahun
1994 tentang Perubahan ftas Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peolaksanaan Angga-
ran Pendapatan dan Selanja Daerah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor 3 Tahun 19246
tentang Kedudukan ¥euangan Ketua, Wakil Ketual  dan
Anggota DPRI}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 7 Tabun 1997
tentang Pengelolaan Barang Pemerintaeh Dasrat

Keputusan Menteri [Dalam Negeri Nomor FC0-099 labun
19H0 tentanyg Manual Administrasi Keuwangan Daerah

Keputuzan Menter:i Dalam Negeri Nomor 020-323 Tahun
1980 tentang Manuwai SAdeinictrasi Barang Daerah ;

Keputusan Menteori Ualam Negeri Nomor 570 —360G Tahun
1281 tentanyg Frogram Pembinaan Anggaran Daerah dan
Mengendalian Krodit Soggaran 3

Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70-B23 Tabun
1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Feputusan Menteri Dalam Negeri Nomor %4 Tahun 1984
tantang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
f'ondapatan  dan Belanja Baerah dengan Anggaran  Hen-
tapatan dan Belanja Negara ;

Hoputusan Menteri Balam Negeri Nomor 31 Tehun 19835
tentang Petunjuk Pengelelaan Pendapatan Daerah Hasil
i“ajak Bumi dan Bangunan H

reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7053-151& Tabhun
1985 tentany Penyempurnaan Bentuk dan Susunan  Peru-
tiahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerak

Koputusan Menteri Dalam Negeri Momor F03-2689  Tahun
1986  tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tala
Jsaha  Keuangan Daetrah Serta Perhitungan fAnggara n
“ondapatan dan Belanja Daerah

Keputusan Menteri Taelam Negeri Nomor F03-379  Tahun
1987 tentany Penggunaan Sistim Digit Dalam  Pe-
laksanaan fAnggaran Pendapatan dan Belanja BDaecrah
Serta Petunjiuk Teknis Tata Usaha Kewangan Daerah

Keputucan Menfori Daiam Negerl Nomor 203057 Tahun
1788 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Angga-—
ran Pendapatan Daerals o

Keputusan Menter:i Dalam Negari Nomcr 84 Tahuan 1973
tentang Bentuk Poraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Porubahan 3

Inctruksi onteri Dalam Negeri Nomor & 0 Taban 1997
tentang  Pedoman Penyusunan Anggsran Pondepstan  dan
Belanja Daerah Tahun finggaran 19%7/1998.

Koputusan Bubernur Kepala Daerah  Tingkat 1 Jawas
Timur Nomor J352/P Takhun 1997 tentang Pengesahan
Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo
kerto Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran
Peadapatan dan  Belanja Daerah Folamadys Jaerab
Tingkat II Mojokerta Tabhun Anggaran 1997/19%8
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Memperhatikan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 102/2 Tabun 1998 tentang Pengesahan
Peraturan Basrah ¥otamadya Daerah Tingkat II  Mojo-
kerto Nomor 7 Tahun 1997 tentarg Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1997/1998

Peraturan Daerah Kotamadya Daerabh Tingkat I Mojo-—
kerto Nomor 4 tahun 1997 tentang Penetaparn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daarai
Tingkat II Moiokerto Tahunm Anggaran 1997714949

Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Moio-
kerto Nomor 7 tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan
fnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Dagrah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1997/1998

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal
27 Juli 1998 sampal dengan tanggal 29 Juli 1998 ;

<. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Mojo-—
kerto tanggal 4 Agustus 1998.

persetujuan Dowarn Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokertia.

Menetapkan

MEMUTWUSS KAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHM  TINGKAT I1  MDJID-
KERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
AN BELANJA DAERAH  KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT 11
MOJOKERTD TOAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pazsal 1

Jumiah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun fAngga-—
ran 199771998 adalah segbagai berikut  :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.
SEbESAr ... e ieiic i aaaeona Rp. 14.221.207.433,93

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a.-. Rutin

sebesar ... Rp. 2.323.450.4%8,00
b. Pembangunan

sebresar ... Rp. &.656.093.315,00

Rp. 15.979.54%.813,00

3. Sisa Porbitungan Anggaran
Feondapaten dar Heianja Daerah
lebih sebenar .- ceen--- Rp. 24Y . 663.620,93

Fasal 2

Jumlah Pencrimaean dan Pengeluaran Perbiltungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tabun Anggaran 199771998
vyaitu =sebagai berikut



Perhitungan Urusan kKas dan Perhitungan

a. Pendapatan :
- Pendapetan sebesar ...... Rp. 0G.475.353.7%91,00

b. Helanja H
- Ruiii,
aschesar ... Hp. 5.605.355.791,00
— Pembangunan.
cebhesar (... Hp. -

Ep. 3.605.333.791,00

Cc. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan kurang cebesar Rp. L3G . 000G . 000,00

Pacal 3

Perincian  lebib lanjut mengenasyr Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Baeraih dan  Urusan
Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud daiam Fasal
1 dan Pasal Z Peraturan Daerah 1ini dimuat dalam
Lampiran C.1.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulail berlaku pada
tanggal di- undangkan untuk selama Tabhun Anggaran

i997/1998 .

figar setiap orang dapat mengetabuinya, memer—
intahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1! Maojckerto.

Nitetapkan di: Mojokerto
pada tanggal 4 Agustus 1798

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYH KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TINGKAT 11 MOJOKERTO
Fetua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
SUHARTO SUNARYO, S.E.- TEGUEH SNDEJIGNG, S _H.

Dasahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah 1Tingkat 1 Jawa

Timur tanggal

1G Nopember 1998 Nomor A06/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALS DAERAH TIMGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketatapralaan

Cap. tid.

Urs. MASDRA M. JAGIN

Pembina Utam; Muda
NIFP. 210 O35 199



Diundangkan dalam Lembaran Daerah ¥Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mojokorto Tahun 1998 Seri C pada tanggat 1& Desember 1998 Nomar @ 700,

A.on. WALIKGTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MO.JOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ltd.
Iy . Bro. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Foembina Tingkat 1
NIP. 510 G40 490

1602 —-&mtmd—2000



